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DENGAN RAHMAT TUHAIS YAI{G MAIIA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR'

Menimbang

Mengingat :

b.

bahwa untuk mcrnfasilitasi kelompok masyarakat
menjadi koperasi yang berbadan hukum, diperlukan
dana yang cukup dalam rangka pembuatan akta
koperasi oleh Notaris;

bahwa untuk memacu perbumbuhan dan
perkembangan koperasi baru, perlu adanya
dukungan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur berupa fasilitasi biaya untuk membuat akta
koperasi oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta
Koperasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
F'asilitasi Biaya Pembuatan Akta Koperasi di Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Reptrbtik Indonesia Tahun 1958
ilo-o. 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang No4nor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahen
kmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20'15

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791; f,
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TtrNTANG TATA CARA

FASILITASI BIAYA PEMBUATAN AKTA KOPERASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

1.

,

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu- Peagertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Bagian Kedua
Tujuan dan Sasaran

Pagal 2

Tujuan <iari Peraturan Gubernur ini adalah :

Fasilitasi Bi'aya Pembuatan Akta Koperasi adatah rencana kerja tahunan

Pemerintah 
-Provinsi 

Nusa Tenggara Timur dengan mengalokasikan

sejumlah anggaran pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

A'fi;F;E"ggrr" Timur yang diterima oleh Notaris sebagai pejabat

pembuat akta koPerasi.

Kooerasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

;;5;;"k"--koperasi dengan miiandaskan kegiatannya berdasarkan

p.i""f f..p".asi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas asas kekeluargaan.

Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Kabupaten/ Kota adalah koperasi

V"ig;gg.t""Va berdomisili hanya di satu wilayah Kabupaten/Kota'

Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi adalah koperasi yang

;il;;ytterdomisili lintas Kabupatenf Kota dalam wilavah Provinsi'

Kelompok Masyarakat adalah Kelompok binaan dari Instansi terkait

t .*"""f. kelompok program Desa i\Iandiri Anggur Merah -.maupun
[.il;;k masyarakai llinnya vang berkeinginan unluk - 

difasilitasi

p"t"S,i"t". aktinya sehingga menjadi koperasi yang berbadan hukum'

Akta Pendirian Koperasi adalatr akta pe{anjian yarrg dibuat oleh para

p."aii a"f"- orrgLu pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar

koperasi.
Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat

;"1?;;"" sebagaimana dimaksud dalam Pald 8 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian'

Pejabat yang berwenang adalah pejalat yang ditunjuk, -oleh .Menteri
;;ilfi i,.:"Iu"t yang be"rwenang uniuk dan atas nama Menteri dalam

memierilan pen[esahan akta pendirian koperasi'

3.

4.

5.

6.

7.

6.

a. mendukung upaya peningkatan jumlah- koper-asi btry lgg.*ggotanya
;;LG"" oJ""i d.=r"[" ""irt" 

*li-" kecil yang bergerak di berbagai sektor

usaha Produktif;

b. memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha yang dilaksanakan

oleh petaku usaha mikro kecil anggota koperasi; t



W
c. mendukung Upaya peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan

kemiskinan, khususnya anggota koperasi'

. Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Gubernur ini adalah :

a. terwujudnya peningkatan jumlah koperasi baru dalam pengembangan
usaha anggota koperasi yang bergerak diberbagai sektor usaha produktif;

b. terwujudnya perkuatan legalitas lembaga dari kelompok masyarakat
menjadi badan hukum koPerasi;

c. terwujudnya peningkatan nilai tawar kelompok masyarakat dalam
mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha produktif anggota
kopeiasi;

d. terwujudnya peningkatan status kelompok pra koperasi menjadi badan
hukum koperasi.

BAB II
PROSEDUR DAN TATACARA PENGAJUAN NAMA KELOMPOK

Pasal 4

(1) Dinas koperasi Kabupaten/ Kota dan Provinsi mengidentifikasi kelompok
masyarakat calon penerima bantuan bekerjasama dengan instansi terkait
termasuk kelompok program Desa/Kelurahan mandiri anggur merah'

(2) Kelompok Masyarakat mengajukan usulan permohonan secara tertulis
dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai petunjuk teknis, yang
ditujukan kepada :

a. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi bagi calon koperasi primer
dan sekunder tingkat Provinsi untuk diserahkan ke Not-aris.

b. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota bagi calon koperasi primer
dan sekunder tingkat Kabupaten/ Kota untuk diserahkan ke notaris
mela-lui Dinas Koperasi dan UMKM Provinisi Nusa Tenggara 'i'imur'

(3) Kelengkapan dokumen pengajuan usulan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (21dengan lampiran sebagai berikut :

a. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi;

b. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi; \

c. Daftar susunan Pengurus dan pengawas koperaci;

d. Daftar hadir rapat pembentukan koperasi;

e, NeracaAwal pembentukan koperasi;

f. Surat bukti penyctoran simpanan pokok dan simpanan wqiib scbagai

modal awal koPerasi;

g. Surat permohonan Izin usaha simpan pinjam;

h. Surat permohonan tentang penggurraan nama koperasi;

i. Rencana Kegiatan Usaha dan Rencana Aggaran Pendapatan Biaya

Koperasi minimal 3(tiga) tahun kedepan;
j. Surat keterangan domisili;

k. Surat Kuasa Pendiri Koperasi diatas meterai Rp.6.000,' ; dan

l. FotdCopy KTP minimal 20 orang. l-



Y
BAB III

PERSYARATAN.KELOMPOK MASYARANAT YANG DIFASILITASI BIAYA
UNTIIK PEMBUATAN AKTA KOPERASI

. Pasal 5

Persyaratan Kelompok Masyarakat yang dapat difasilitasi biaya untuk
Pembuatan Akta Koperasi sebagai berikut :

a. kelompok masyarakat yang telah melaksanakan aktifitas baik bidang
organisasi, usaha mauapun keuangan/ permodalan;

b. memiliki pengurus dan pengawas yang aktif dan diangkat oleh rapat
anggota kelomPok;

c. memiliki anggota kelompok minimal 20 orang;

d. telah melaksanakan Rapat Anggota Kelompok pendirian koperasi;

e. memiliki modal sendiri yang sesuai ketentuan yang berlaku;

f. kelompok Masyarakat yang berkeinginan untuk membuat akta pendirian
koperasi oleh notaris;

g. kelompok Masyarakat yang memiTiki modal usaha yang masih kecil'
sehingga perlu diberdaYakan; dan

h. kelompok masyarakat baik yang dibina oleh instansi terkait termasuk-- 
kelompok oesa/ xelurahan Mandiri Anggur Merah mauplrn kelompok

masyarakat lainnYa.

BAB IV
SEI,EKSI DAIT PENETAPAN KELOMPOK MASYARAI(AT

YANG DAPAT DIFASILITASI BIAI-A PEMBUATAN AKTA KOPERASI

Pasal 6

Seleksi Kelompok Masyarakat yang difasilitasi biaya untuk Pembuatan Akta

Koperasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Dinas I(operasi dan uKM Kabupaten/ Kota dan Provinsi Nusa Tenggara

Timur rnelakukan seleksi d; penilaian usulan dari Kelompok

Masyarakat untuk difasilitasi biaya pembuatan akta koperasi dan

diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan'

b. Gubernur menetapkan kelompok masyarakat yang sudah memenuhi

syarat untuk menerima fasilitasi pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris'

c. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa TLnggara Timur- menyerahkan
dokumenaktakoperasidarikelompokmasyarakatyangtelahditetapkan
untuk difasilitasi pembuatan akta notaris kepada Notaris'

\
BAB V

HONORARIUM I{OTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI
Pasal 7

Alokasi fasilitasi biaya Pembuatan Akta oleh Notaris dibebankan pada

Doh,rmen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Dinac Koperasi dan UMKM-Provinsi N,sa Tenggara Timur, Kelompok Belanja
g1,1i;lJ;g; Gnis betanla Pegawai dan Sub Jenis Belanja Honorarium Notaris

Pem--buat-Akta KoRerasi. /



(1)

(2)

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN FASILITASI PEMBUATAN AKTA KOPERASI

Pasd 8

Pembayaran fasilitasi biaya pembuatan akta koperasi dilakukan oleh
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada notaris
setelah akta koperasi dan administrasi keuangan dalam bentuk kwitansi
sudah ditanda tangani oleh notaris.

Setelah akta koperasi dan kwitansi pembayaran ditandatangani oleh
notaris maka notaris langsung menyerahkan akta notaris kepada Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengajukan
permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Gubernur
/Bupati/Walikota sesuai kewenangan melalui Dinas Koperasi dan UMKM
setempat.

BAB VII

PELAPORAN, MOITITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan
perkembangan pelalsanaan fasilitasi biaya pembuatan akta koperasi
kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur cq.Kepala Biro Keuangan Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas
Koperasi Kabupaten/ Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap koperasi yang mendapat fasilitas biaya pembuatan akta
koperasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1O

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal fT h?P-1L

(1)

(2\

L FRANS LEBU

Diundangkan di Kupang
pada tanggal lT ,+re1L 20t6

SEKRET, SD RAH
PROVINSI NU TEN ARA TIMUR,

^/pnexstsxus SALEM
BERITA DAEARAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR a l?.
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